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Selayang Pandang
Stasiun PSDKP Tarakan

KEPALA STASIUN PSDKP TARAKAN
YOKI JILIANSYAH, S.Pi, M.Si

Satwas SDKP

• Nunukan
• Balikpapan
• Kotabaru
• Banjarmasin

Wilker PSDKP

• Nunukan Utara
• Bulungan
• Derawan
• Berau
• Muara Kintap

• Maratua
• Bontang
• Samarinda
• Batulicin

PROFIL ORGANISASI

STASIUN PSDKP TARAKAN
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DASAR HUKUM

• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

• Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis

Risiko;

• Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;

• Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif  atas Jenis Penerimaan Negara 

Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;

• Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur;

• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur;

• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkap 

Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan 

Perikanan Negara Republik Indonesia;

• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas 

Perikanan.
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KEMENTERIAN

KELAUTAN 

DAN PERIKANAN

STASIUN PSDKP 
TARAKAN

KEBIJAKAN PRIORITAS MKP

- Wahyu Sakti Trenggono -4



PILAR – DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                         @ditjenpsdkp            https://kkp.go.id/djpsdkp 5

KEMENTERIAN

KELAUTAN 

DAN PERIKANAN

STASIUN PSDKP 
TARAKAN SIAPA YANG MENGAWASI?

Pengawas Perikanan Pengawas KelautanPPNS Perikanan
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PETUGAS PENGAWASAN

PENGAWAS PERIKANAN

➢Diamanatkan oleh Undang-Undang No. 31 
Tahun 2004 tentang Perikanan 
sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 dan 
undang – undang Nomor 6 Tahun 2023 
penetapan peraturan pemerintah pengganti 
Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja.

➢ Bertugas untuk mengawasi tertib 
pelaksanaan peraturan perundang-
undangan di bidang perikanan

➢ Terdiri dari PPNS Perikanan dan Non PPNS 
Perikanan

POLISI KHUSUS WP3K
➢Diamanatkan oleh Undang-Undang No. 

27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 dan 
ndang – undang Nomor 6 Tahun 2023 
penetapan peraturan pemerintah 
pengganti Undang - Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

➢ Bertugas untuk mengawasi tertib 
pelaksanaan peraturan perundang-
undangan di bidang Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

➢ Terdiri dari PPNS dan Non PPNS 
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KEMENTERIAN

KELAUTAN 

DAN PERIKANAN

STASIUN PSDKP 
TARAKAN

SDP

KEPATUHAN KAPAL 
PERIKANANUNIT PENGOLAHAN IKAN

UNIT USAHA BUDIDAYA 
PERIKANAN

UNIT USAHA DISTRIBUSI 
HASIL PERIKANAN

OBJEK PENGAWASAN

SEDIMENTASI LAUT BMKT

RUANG LAUT PENCEMARAN PEMANFAATAN PESISIR PULAU-PULAU KECIL

MANGROVE, TERUMBU 
KARANG

IKAN DILINDUNGIKAWASAN KONSERVASI DESTRUCTIVE FISHING

JASA KELAUTAN IMPORTASI GARAM

SDK

Keterangan:

JIL dan DF masuk ke SDP per TA2025



Objek Pengawasan
Potret Kinerja Pengawas Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2025 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan

❑ Pasal 11 : Dalam hal pelaksanaan pengawasan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan

❑ Pasal 12 : Dalam hal pelaksanaan pengawasan distribusi pakan/obat/hasil perikanan

❑ Pasal 13 : Dalam hal pelaksanaan pengawasan pembenihan dan pembudidayaan ikan

❑ Pasal 14 : Dalam hal pelaksanaan pengawasan Unit Pengolahan Ikan (UPI)

❑ Pasal 15 : Dalam hal pelaksanaan pengawasan Kawasan Konservasi

❑ Pasal 9 ayat (3) huruf c : Dalam hal patroli pengawasan pencemaran perairan

❑ Pasal 9 ayat (3) huruf f : Dalam hal patroli pengawasan ikan yang berbahaya dan/atau 

merugikan 

Pengawasan

Jenis Ikan berbahaya Pengawasan Kampung Budidaya

Pengawasan 

Pengelolaan IPAL

Pengawasan Usaha 

Pengolahan Ikan (UPI)

Pengawasan Kapal Penangkap Ikan 

Pengawasan Distribusi Hasil Perikanan 



Objek Pengawasan
Potret Kinerja Polsus PWP3K

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2025 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 

tentang Pengawasan Ruang Laut

A. Pengawasan terhadap kepemilikan dan pemenuhan 
persetujuan/konfirmasi kesesuaian kegiatan 
pemanfaatan ruang laut (KKPRL)

Pasal 7 ayat (1) huruf a menjelaskan mengenai pengawasan 

terhadap kepemilikan Persetujuan/Konfirmasi KKPRL 

dengan memeriksa dokumen persetujuan/konfirmasi 

KKPRL seperti gambar.

Pasal 7 ayat (2) huruf g menjelaskan mengenai pengawasan 

terhadap pemenuhan pelaksanaan Persetujuan/Konfirmasi 

KKPRL dengan memeriksa kesesuaian pelaksanaan  

dokumen  persetujuan/konfirmasi KKPRL dengan 

dokumen RTR dan/atau rencana Zonasi seperti gambar.

Lanjutan poin B….. 



PENGAWASAN USAHA PENANGKAPAN IKAN/
PENGANGKUTAN IKAN
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UU No. 31 Tahun 2004
tentang Perikanan

UU No. 45 Tahun 2009 
tentang Perubahan atas UU No. 31/2004

UU No. 6 Tahun 2023 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

PP No. 28 Tahun 2025 (Peraturan terbaru) 
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko

PP No. 27 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan 
Perikanan

PP No. 11 Tahun 2023
tentang Penangkapan Ikan Terukur

Permen KP No. 4 Tahun 2025
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan 
Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan 
Tugas Pengawas Perikanan

Permen KP No. 10 Tahun 2021
tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

Permen KP No. 36 Tahun 2023
tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat bantu 
Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan 
WPPNRI di Perairan darat

Permen KP No. 23 Tahun 2021 
tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal 
Perikanan

Permen KP No.31 Tahun 2021
tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan 
dan Perikanan

Pengawasan Usaha Penangkapan/Pengangkutan Ikan
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Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia

Adapun 11 wilayah pengelolaan perikanan Negara Indonesia yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:
1.WPPNRI 571 meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman
2.WPPNRI 572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda
3.WPPNRI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat
4.WPPNRI 711 meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan
5.WPPNRI 712 meliputi perairan Laut Jawa
6.WPPNRI 713 meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali
7.WPPNRI 714 meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda
8.WPPNRI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau
9.WPPNRI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera
10.WPPNRI 717 meliputi perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik
11.WPPNRI 718 meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur

PEMBAGIAN ZONA PENANGKPAN
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PEMBAGIAN PENGELOLAAN PERAIRAN
ZONA PENANGKAPAN VS JALUR PENANGKAPAN IKAN

Jalur IA (0-2 Mil), Jalur IB (2-4 Mil), Jalur II (4-12 Mil), Jalur III (>12 Mil)Perairan laut Prov. Kalsel merupakan ZONA 6

❑ Penangkapan ikan di Jalur IA, IB dan II (0 sd 12 mil) wajib memiliki 

Perizinan Berusaha yang diterbitkan Gubernur

❑ Penangkapan ikan di Jalur III (diatas 12 mil) wajib memiliki Perizinan 

Berusaha yang diterbitkan Menteri KP

❑ Berkaitan dengan UU PWP3K, kapal berizin pusat dilarang melakukan 

penangkapan ikan di Jalur I & II (1 sd 12 mil) di Pulau-Pulau Kecil

Perairan 
Laut Prov. 

Kalsel
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PENGAWASAN KAPAL PERIKANAN
Kepdirjen PSDKP Nomor 37 Tahun 2024

Pengawasan melalui penerbitan Standar 

Laik Operasi (SLO) di Pelabuhan meliputi :

❑ Kesesuaian persyaratan administrasi

❑ Kesesuaian kelayakan teknis (Fisik 

kapal, jenis dan ukuran alat 

penangkap ikan, Transmitter SPKP)

❑ Status kapal apakah dalam proses 

hukum (Pidana atau Sanksi 

Administratif)

Keberangkatan Kapal 

(Before Fishing)
Kegiatan Perikanan (While Fishing)

Pengawasan melalui Patroli Kapal Pengawas, 

Patroli Pesawat Pengawas, dan pemantauan 

Pusdal dalam rangka :

❑ Pemantauan terhadap kesesuaian zona 

penangkapan/ jalur penangkapan ikan

❑ Alihmuatan/transhipment ikan

❑ Penangkapan ikan lintas batas negara

Kegiatan Pendaratan Ikan 

(After Fishing)

Pengawasan melalui penerbitan 

rekomendasi bongkar dan HPK Kedatangan 

meliputi :

❑ Ada/tidaknya dugaan Pelanggaran hasil 

pemantauan Pusdal

❑ Kesesuaian hasil tangkapan dengan alat 

penangkap ikan

❑ Keberadaan jenis ikan dilindungi/apendiks 

CITES/look alike species
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PENGGUNAAN ALAT PENANGKAP IKAN (API)
Permen KP Nomor 36 Tahun 2023

API yang Diperbolehkan di Perairan Prov. Kalsel WPPNRI 712 & 713 meliputi :

No. Alat Penangkapan 
Ikan

Kapal Ukuran Selektifitas dan kapasitas JALUR Keterangan
IA 

(0-2 Mil)
IB 

(2-4 Mil)
II 

(4-12 Mil)
1 Pukat cincin pelagis kecil dengan 

satu kapal 
5-30 GT Ukuran mata jaring ≥1inci dan panjang TaliRis Atas ≤400 m √ -

2 Jaring Tarik Berkantong (JTB) 5-30 GT Ukuran mata jaring kantong ≥2  inci  menggunakan mata jaring 
berbentuk persegi (square mesh), panjang Tali Ris Atas ≤40 m;≤60 

m, dan panjang Tali Selambar ≤300 m;≤600 m untuk setiap sisi 

√ -

3 Jaring hela dasar 1-10 GT Ukuran mata jaring kantong ≥1,5 inci √ √ 1. Wajib dilengkapi alat 
pemisah Penyu (Turtle 
Excluder Device/TED)
2. Bagian kantong dilarang
dirangkap

4 Bagan berperahu atau  bagan 
apung 

1-30 GT Ukuran mata jaring ≥1inci, panjang bingkai≤12 m; ≤20 m; ≤30 m dan 
lebar bingkai ≤12 m; ≤20 m;≤30 m

√ √ -

5 Bouke ami 10-30 GT Ukuran mata jaring ≥1 inci, panjang palang rentang ≤20 m, dan lebar 
palang gantung ≤20 m 

√ -

6 Jala jatuh berkapal 10-30 GT Ukuran mata jaring ≥1 inci, panjang gawang ≤20 m, dan lebar gawang 
≤20 m

√ -

7 Jaring insang tetap 1-30 GT Ukuran mata jaring ≥2 inci dan panjang Tali Ris Atas ≤1.000 m √ √ -

8 Jaring insang hanyut 1-30 GT Ukuran mata jaring ≥1,5 inci dan Panjang Tali Ris Atas ≤1.000 m; 
≤2.000 m

√ √ -

9 Jaring insang berlapis 1-30 GT Ukuran mata jaring ≥1,5 inci dan panjang Tali Ris Atas ≤500 m √ √ -

10 Bubu 1-30 GT - √ √ √ -

11 Pancing ulur/berjoran 1-30 GT - √ √ √ -

12 Rawai dasar 1-30 GT Jumlah mata pancing ≤10.000 √ √ -
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PENGGUNAAN ALAT PENANGKAP IKAN (API)
Permen KP Nomor 36 Tahun 2023

API yang dilarang atau tidak diperbolehkan di Perairan Prov. Kalsel WPPNRI 712 & 713 meliputi :

No. Alat Penangkapan 
Ikan

Kapal Ukuran Selektifitas dan kapasitas JALUR Keterangan
IA 

(0-2 Mil)
IB 

(2-4 Mil)
II 

(4-12 Mil)
1 Jaring Hela Udang Berkantong 5-30 GT Ukuran mata jaring kantong ≥2 inci dan panjang Tali Ris Atas ≤30 m 

untuk setiap rig
x x x Jenis alat tangkap ini hanya 

diperbolehkan di WPPNRI 
711, 718, 571, 572 dan 5732 Jaring hela ikan berkantong 5-30 GT Ukuran mata jaring kantong ≥2 inci yang berbentuk persegi (square 

mesh) dan panjang Tali Ris Atas  ≤60 m 
x x x

Pasal 8 ayat 3 PERMEN KP 36 Tahun 2023
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TRANSHIPMENT/ ALIH MUATAN IKAN
SURAT EDARAN NOMOR B.2403/MEN-KP/XII/2024

KETENTUAN INI AGAR IKAN HASIL TANGKAPAN YANG 

DIDARATKAN DAPAT TERLAPORKAN DAN PUNGUTAN HASIL 

PERIKANAN/PNBP

Contoh Perjanjian Kerjasama (PKS) Contoh Satu Kesatuan SIUP



PENGAWASAN DESTRUCTIVE FISHING/
Penangkapan ikan yang merusak
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APA ITU DESTRUCTIVE FISHING
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DESTRUCTIVE FISHING (DF)

PENANGKAPAN IKAN DENGAN CARA  MERUSAK 

ATAU DESTRUCTIVE FISHING?

Penangkapan ikan secara tidak bertanggungjawab bukan hanya terbatas pada kegiatan penangkapan 

ikan secara ilegal (illegal fishing) tetapi juga  penangkapan ikan dengan cara-cara yang merusak 

(destructive fishing), dengan menggunakan :

1. Bahan Peledak Bom Ikan, 

2. Racun/Potas, 

3. Setrum dan 

4. Alat penangkapan ikan yang dilarang Trawl/Cantrang



24

DESTRUCTIVE FISHING (DF)

Bahan Peledak/Bom Ikan Racun /Pottasium

Setrum Alat Tangkap dilarang
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DESTRUCTIVE FISHING (DF)

STOP!!!
Penangkapan ikan
Dengan Cara MERUSAK

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pasal 84 

Menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja di wilayah 

Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan 

dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan 

biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau lingkungannya yang 

dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan 

dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), 

DIPIDANA dengan pidana PENJARA paling lama 6 (enam) tahun 

dan denda paling banyak Rp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua 

ratus juta rupiah).

1 Memusnahkan, Merusak, Mematikan Ikan 

& Bibit Ikan

Mengancam Jiwa dan Merusak Badan

5

2 

Merusak Karang, Rumput Laut sehingga 

Merusak Habitat Ikan4 

3 

5

1 Memusnahkan, Merusak, Mematikan Ikan 

& Bibit Ikan

Mengancam Jiwa dan Merusak Badan

5

2 

Sulitnya Mencari Ikan sehingga 

Mengurangi Mata Pencarian Nelayan Lain

Merusak Karang, Rumput Laut sehingga 

Merusak Habitat Ikan

Lebih Banyak Ikan yang Terbuang dari 

pada yang Diperoleh 

4 

3 

5

Dampak
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PELAKU DESTRUCTIVE FISHING



SOSIALISASI VMS UNTUK KAPAL MIGRASI
DARI PERIZANAN DAERAH KE PERIZINAN PUSAT



Penerapan SPKP/VMS
Dasar hukum penerapan SPKP

Pasal 17 ayat (3)

Kewajiban pemasangan dan pengaktifan transmiter 

SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan 

bagi Nelayan Kecil

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26 huruf D

Kapat Perikanan yang Perizinan Berusaha atau 

persetujuannya diterbitkan oleh gubernur dan belum 

memenuhi kewajiban pemasangan dan pengaktifan 

transmiter SPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 

ayat (1), diberikan jangka waktu untuk memenuhi 

kewajiban pemasangan dan pengaktifan transmiter SPKP 

paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini 

diundangkan.

Undang-Undang Nomor Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Pasal 7 Tentang Kelautan dan Perikanan

(2) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan Pengelolaan 

Perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mengenai: e. Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.

(3) Kewajiban mematuhi ketentuan mengenai sistem pemantauan Kapal 

Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, tidak berlaku bagi 

Nelayan Kecil dan/atau Pembudi Daya-Ikan Kecil.

Pasal 7

(2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan 

perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) mengenai: e. sistem pemantauan kapal perikanan; 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 

Tentang Penangkapan Ikan Terukur
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan 

sebagaimana diubah dalam UU Nomor 45 Tahun 2009



Lini Masa
Penerapan SPKP/VMS

2

2023
3

2023
4

2024

Kapal perikanan izin 
pusat/Kementerian (diatas 30 GT)

Kapal perikanan izin pusat (ukuran diatas 30 GT dan/atau 
menangkap diatas 12 NM)

UU 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan 
sebagaimana diubah dengan UU 45 
Tahun 2009 

2025

SE MKP Nomor Nomor B.2403/MEN-KP/XII/2024 tentang Transisi Kebijakan 
Penangkapan Ikan Terukur

• Kapal perikanan yang sudah bermigrasi 2024 (tidak ada relaksasi)

• Kapal perikanan yang akan bermigrasi 2025 diberikan relaksasi memasang 
SPKP pada akhir Desember 2025

UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perpu UU Cipta Kerja 

SE MKP Nomor : B.1954/MEN-KP/XI/2023 Tentang 
Relaksasi Kebijakan Pada Masa Transisi Pelaksanaan 
PIT 

Kapal perikanan yang bermigrasi diberikan relaksasi 
memasang sampai 31 Desember 2024

Pemberlakukan pemasangan SPKP untuk kapal 
migrasi (januari 2025)

1 5

2004

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang 
Penangkapan Ikan Terukur

Kewajiban pemasangan VMS dikecualikan bagi nelayan kecil

Kapal Izin Pusat

Kapal Migrasi 2024

Kapal Izin daerah



Manfaat SPKP/VMS
Bagi pemasang atau mengaktifkan

o Mengetahui Posisi Kapal Sehingga dapat membantu sebuah kapal ketika 
mengalami Trouble dengan cara mengarahkan kapal perikanan terdekat 
atau kapal pengawas

o Direktorat POA mengarahkan kapal terdekat selama untuk membantu 2 
(dua) hari tanpa henti

Membantu menyampaikan 
data dan informasi keperluan 
SAR kepada negara lain 
terdekat



Harga dan Mendapatkan
Transmiter SPKP/VMS

Harga Sebelumnya : 12-18 juta 
pertransmiter



PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
SUBSEKTOR PENANGKAPAN/PENANGKUTAN IKAN
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PELANGGARAN KAPAL PERIKANAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2025

NO PERBUATAN PASAL SANKSI KETERANGAN

1. Tidak memiliki dan/atau tidak melengkapi DOKUMEN 
PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 92 UU Nomor 6 Tahun 
2023 

Pidana

2. Tidak menaati JALUR/ZONA penangkapan ikan 
selama di Laut 

Pasal 359 angka (3) huruf g 
PP No 28 Tahun 2025

Denda (50 JT s.d. 250 JT)

3. Tidak membawa DOKUMEN PERIZINAN 
BERUSAHA/PB UMKU (SIUP, SIPI, SIKPI, SLO, SPB) 
selama di laut

Pasal 359 angka (3) huruf h 
dan q PP No 28 Tahun 2025

Denda (10 JT s.d. 30 JT)

4. Tidak sesuai menaati ketentuan 
transhipment/ahlimuatan sesuai dokumen Perizinan 
Berusaha selama di laut

Pasal 359 angka (3) huruf o 
PP No 28 Tahun 2025

Denda (50 JT s.d. 250 JT)

5. Penggunaan 2 (dua) alat penangkapan ikan di atas 
kapal yang tidak tercantum pada Surat Izin 
Penangkapan Ikan (SIPI)

Pasal 4 ayat (2) Perdirjen 
PSDKP No 8 Tahun 2020

Penyerahan secara 
sukarela kepada petugas
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PENANGANAN PELANGGARAN

NO.

Tindak 

Pidana 

Perikanan

Sanksi Administratif

Pelimpahan DKP 

Kalimantan 

Selatan

Surat 

Peringatan/

Teguran 

Tertulis

Paksaan 

Pemerintah

Denda 

Administratif

TOTAL 15 16 - 26 2

Source: Data Timja PP, Stasiun PSDKP Tarakan



KKP Hadir Dalam Tindak Pidana 

Pelaku Illegal Fishing

Penanghkapan 2 Kapal Ikan Asing 

Vietnam dilaut Natuna Utara



Ungkapan Hati Nelayan Indoensia 

kepada MKP 



TERIMA KASIH

DITJEN PSDKP 
STASIUN PSDKP TARAKAN

@PsdkpTarakan (0551) 3826321 psdkp.tarakan@kkp.go.id

Stasiun_psdkp_tarakan Stasiun PsdkpTarakan
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